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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-

Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo Pegawai Tidak

Tetap belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya antara lain

mendapatkan Honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan dan

tunjangan.

2. Perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Pegawai Tidak Tetap pada

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran belum sepenuhnya

dilakukan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah dalam

memberikan perlindungan antara lain belum ada suatu peraturan yang jelas

yang tegas yang mengatur Perlindungan Pegawai Tidak Tetap, kurangnya

pengawasan, Sosialisasi, belum ada suatu kebijakan.
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5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan  yaitu sebagai

berikut:

1. Diharapakan kepada Pemerintah kota untuk memperhatikan hak-hak dari

Pegawai tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran

antara lain mendapatkan Honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan

dan tunjangan. Hak-hak Pegawai Tidak Tetap harus sejalan dengan kewajiban.

2. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak  yang berwewenang untuk

mengambil kebijakan dalam memberikan Perlindunagan Terhadap Pegawai

Tidak Tetap
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